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PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5080);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 77);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
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tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Di
Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203);
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
384);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710);
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka

Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH
KEPENDUDUKAN,KELUARGA BERENCANA DAN
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut
Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana
dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar
kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional
tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,
pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya
disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu
yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai
jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.

Penggerakan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya
disebut Penggerakan Program KKBPK adalah wupaya
sistematis untuk mempengaruhi orang per orang,
kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi
untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan
perbuatan sesuatu di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.

Program Kependudukan adalah upaya sistimatis,

terencana dan berkesinambungan dari pemerintah untuk
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mempengaruhi  jumlah, struktur, pertumbuhan,
persebaran, mobilitas dan kondisi kesejahteraan yang
menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya,
agama serta lingkungan penduduk.

Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
Program KB adalah upaya sistimatis, terencana dan
berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak,
jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,
melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga
berkualitas.

Program  Pembangunan  Keluarga adalah upaya
mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam
lingkungan yang sehat.

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang
selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KKBPK
adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
memanfaatkan tenaga Penyuluh KKBPK sebagai tenaga
Penyuluh dan Penggerak pembangunan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lini
Lapangan.

Lini Lapangan adalah rangkaian aktifitas
penyelenggaraan operasional program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di
wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau
masyarakat, yaitu Kecamatan - Desa/Kelurahan -
dusun/Rukun Warga — Rukun Tetangga — keluarga.
Layanan utama pendayagunaan PKB dan PLKB adalah
penyuluhan dan penggerakan program Kependuudkan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Non
Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden terkait pengendalian

penduduk dan pembangunan keluarga.
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